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PENGATURAN PENGELOLAAN KONSERVASI
KELAUTAN BERKELANJUTAN
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ABSTRACT

As archipelago state, Indonesia has biggesr biological diversity of marine in the world. It needs o good
manage and consider with the needs of present without compromising the ability of future generations ta
meet their own needs. The most imporiant to realize this objective is a make regulation related with
marine and coastal resources of law. The regulation must be consider with sustainable development
principle especially precautionary principle and conservation on biological diversity principle.
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PENDAHULUAN sustainable development of the marine and

: : coastal environment and its resources ... "
Pengellsm knnservasi kelafan schagramana (Nicholas A. Robinson (editor): 307).
tercermin dalam Agenda 21 Chapter 17, pada
dasarnya merupakan implementasi pembangunan
berkelanjutan. Demikian pula, ketentuan dalam

Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan secara mutatis mutandis merupakan
prinsip-prinsip dalam pengelolaan konservasi

UNCLOS, juga mewujudkan pembangunan
kelautan.

berkelanjutan, seperti yang ditegaskan dalam
infroduction Agenda 21 Chapter 17, bahwa : Pengelolaan konservasi kelautan berikout
*.. International law, as reflected in the ~ We#neks-Tagaman hayati didalamnys, scperti terumbu
provisions of the United Nations  karang dan jasad-jasad renik lainnya, pada dasarnva
Convention of the Law gfthe Sea, referred  juga berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir

{o in this chapter of Agenda 21, seis forth 3
rights and obligations of Stares and (secara terpadu), artinya, ada hubungan yang tak

provides the internarional basis wpon terpisahkan antara “marine” dan “coastal”
which ro pursue the prolection and  environment. Pengelolaan wilayah pesisir (secara
EeEe.—-——-- - —-—-—-—-2lGas s ———e.
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terpadu) itu sendiri merupakan pendelatan
pengelolaan wilayah pesisir vang melibatkan dua atau
Icbih ekosistem, sumber daya dan kepiatan
pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu
(infegrated) guna mencapal pembanpunan wilayah
pesisir sccara herkelanjulan. Dalam konteks ini,
Kederpadusn (integration) mengandung tiga dimensi :
sektomal, bidang ilmu dan kelerkaitan ekologis.

Keterkamlan ckelogis, mengasumsikan bahwa
wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai
macam ekosistem (mangrove, terumbu- karang,
estunma, pantai berpasir dan lainnya) yang sat sams
lain safing (erkait, tidak berdiri sendiri, sehingoa
peruhahan atau kerusakan yang menimpa satu
ckozistem akan menimpa pula ekosistem lainnya.
Sclain i, wilayah pesisir juga dipengaruhi berbagai
mucam kegiaran manusia maupun proses alamish
vang terdapatl di lahan atas (upland areas) maupun
laut lepas focean), Kondisi ini mensyaratkan bahwa
pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secam terpadu,
perlu memperhatikan segenap keterkaitan ekologis
(ecological linkages), (Rokhmin Dahuri; 1596 : 12).

Berkenaan dengan hal terscbut, maka prinsip-
prinsip pengelolaan konservasi kelautan, disamping
merujuk serla mendasarkan pada prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjulan, juga perlu meryjuk serta
memperlimbangkan prinsip-prinsip yang sesuai
dengan karaktér wilayah “pesisir™ dan “lautan” it
sendiri. sebagaimana dikenmkakan Biliana Cincin-
Sain dan Robert W, Knecht (1998 : 54), bahwa

Fengatiran Pengeloloan Konservass
Kelowton Berkelanfuian

ada tigzy prinsip yang berkaitan dengan karakier pesisir
dan laulsn, vakni -
(a) Principle bayed on the public nature of
the ovean, h) Principle relaled to the
biophysical nature of the coastal zone, and
(¢} Principle related to vse of coastal and
QRCEAN rESONICES and space.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
maupun prnsip vang berkaitan dengan kawasan
pesisir dan lautan, schapaimang tercermin dulam
Agenda 21, pada dasarnya bertujuan untuk
mehndungl Keaneknragaman Hayvati, Chapter 15
dalam Introduction menegaskan :

“The objectives and activities in this

Chapter of Agenda 21 are intended to

improve the conservation of biological

diversity and the susiainable use af
biological resources, as well as to support
the Convention on Biological Diversity™,

{Micholas Robinson; 265)

Selanjutnya, agar prinsip-prinsip tersehut
dapat diimplementasikan secara lebih optimal,
diperiukan wadah pengaturan sccara nasional dalam
bentuk peraturan perundang-undangan dan alau
Putusan Pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut harus
menjadi acuan. Dengan demikian, setelah
mengidentifikasi beberapa prinsip pembangunan
berkelanjutan (dan juga prinsip pengelolasn konservas
Kelautan), satu hal yang sanpat penting adalzh
méngintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan

Cratad Dl Hendrg Wibowe
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berkelanjutan tersebut dalam peraturan perundang-
undzngan di Indonesia.

PEMBAHASAN
Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Dicldarast Rio telah menghasilkan 27 prinsip
schagaiacuan scoara nasional maupun internasional
di bidang lingkungan dan pembangunan. Dari 5 (lima)
dokumen yang dihasilkan pada UNCED, terdapat
prinsip utama dar pembangunan berkelan)ulan, Para
pikar berbeda pendapat dalam menctapkan prinsip
utama dalam pembangunan berkelanjutan. Biliana (hal
52}, menyebut ada 7 prinsip, anlara lan |

{1} Principle of interrelationship and
integration; (2} Inter and
Intragenerational Egquity Principle; (3)
Principle of the Right fo Develop; (4)
Environmeni safeguards principle: (3)
Precautionary Principle; (6) Polluter Pays
Principle; (7) Transparency Principle and
Cither Process-Chviented Principle.

Demikian pula, Plallipe Sands (1995 : 183)
menyebut ada 7 prinsip dalam pembangunan
herkelanjutan, antara lain :

(1) The obligation reflected in Principle
21 af the Stockholm declaration and
prineiple 2 ofthe Rio Declaration, namely
that siales have sovereignty over the
natural resources and the responsibifity
nol o cauve environmental damage; (2)
The Principle of Preventive Action; (3) The
Principle of Good Neighborliness and

International Co-Operation; {4) Principle
of Sustainable Development; (5) The
Precautionary Principle; (6) The Polluter-
Pays Principle; (7) The Principle of
Common but Differentiated Responsibility

Sedangkan Mas Achmad Santosa
(2001:123) disamping menetapkan lima prinsip
utama dalam pembangunan berkelanjitan, juga telah
menginventarisir sekurang-kurangnya ada 20 (dua
puluh) prinsip-prinsip dalam pembangunan
berkelanjutan. Adapun kelima prinsip utama tersebut
adalah :

(@) Prinsip Keadilan antar generasi

(intergencrational equity-principle),

(b) Prinsip Keadilan dalam satu generasi
finlergeneralional eguity-principle),

{c) Prinsip pencegahan dini (precautionary

principle),

(i) Prinsip Perlindungan keaneka-ragaman hayati
{conscrvarion of biological diversity-principle)
dan

{e) Prinsip Internalisasi biaya lingkungan dan
mekanisme insentif (internalization of
gnvirorment cost and Incentive mechanism-

principle).

Diantara beberapa prinsip tersebut di atas,
tanpa bermaksud unfuk mengurangl esensinya
prinsip-prinsip yang lain, dalam tulisan ini hanya

dibahas mengenai prinsip pencegahan dini

e ——— e See e ees——— T —— ————

Pengaturan Penpeloloan Konsarvasi
Kelauwtun Berkelanfuton
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(Precautionary Principle) dan Prinsip Perlindungan
Keancka-ragaman Hayali (Biodiversi f)

(Conservation Principle).

Prinsip Pencegahan Dini (Precaution Principle)

Prinzip 15 dari Deklarasi Rio PBB (UNCED,
Rio de Jeniro, 1992) menyatakan bahwa *Dalam
rangka melindungi lingkungan maka pendckatan
bersifal kehati-hatian, wajib secara luas diterapkan
olch negara-negara sesuai dengan kemam Puan
mercka. Jikalau terdapat ancaman kerusakan serjys
ataw tak terpulihkan (frreversible) maka ketiadaan
kepastian ilmiah yang lenghkap seharusnya fidk boleh
digunakan scbagai alusan untuk menunda-nunda
langkah-langkah yang hemat biaya untuk mencegah
kerusakan lingkungan™,

1Jelam menerapkan prinsip ini, pengambilan
keputusan harus dilandasi oleh : (1) Evaluasi yvang
sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimel mungkin
kerusakan lingkingan vang tidak dapar dipulibkan:
(2) Penilaian fassessment) dengan melalagkan analisis
risiko dengan mengmmalean berbagal opsi {oprional),

Gagasan dibalik penggunasn prinsip ini
merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan
konvensional dimana upaya pencepahan atau
penanggulangan baru dapat dilakukan apabila risiko-
risiko benar-benar telah dapat diketahui scria
dibuktikan, Mengikuti pola konvensional ini maka

Pengutiran Pengelolaan Konsarvesi
Kelmign Devkelanjuian

upaya penceganan dan penanggulangan lerhadagp
kerusakan linglungan sedngleali terlambar,

Dalam mendefinisikan prinsip 1, terdapsl 3
(tiga) hal yang perl: menjadi pertimbangan untuk
menentulan dimana prinsip pre-cautinnary ini peru
ditempuh atau diterapkan, yait sebagai berikut :

1. Ancamm kerusakan lingkimgan sangsat serius dan
bersifatl tidak dapat dipulihkan (irreversible),
Perlalouan yang serius diperlukan dalam keadaan
akibal atau implikasi bagi zenerasi scharang dan
vang akan datang, atau dalam keadaan tidak
lerdapat substitusi dari sumber daya yang
dizmnalan,

2, Ketidakpastian pembuktian ilmiah (ycientific
rncertainty). Keadaan dimana akibat yang akan
ditimbulkan dari suaty kegiatan tidak dapat
diperkirakan dengan pasti, karena karakter dari
persoalannya itu sendiri (mature of problem),
penyebab maupun dampak potensial dari
kepiatan ferschut.

Lad

Upaya pencegahan kerusakan lingkungan
terscbut meliputi upaya pencegahan sampal
dengan cost effectivensys.

Scjalan dengan pandangan diatas, dengan
merujuk kepada Konvens: Keanekaragaman Hayali
dan Konvensi Perubahan Iklim, Phillippe Sands
(1995 : 4), mengemukakan bahwa -

“since then at least seven international treaties,
two of which arc of global application on

Cator Dwi Hendro Wibowe
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environmental matters of brosd concern, have
adopted the pre-cautionary principle or its
underlying rationale. The 1992 Biodiversity
Convention notes that : *where there is a
threat of significant reduction or loss ol
biological diversity, lack of full scientific
certainty should not be used as a reason for
postpuning measuresto avoid or minimize
such as threat™ and the 1992 Climate Change
Convention, states that ; “{Parties) should take
precaulignary measares to anficipate, prevent
or minimize the causes of climate change and
miligate its adverse effects. Where there are
threats of scrious or irreversible domage, lack
of fuall scientific uncertainty should not be used
as a reason fur postponing such measures,
taking into account that policies and measures
to deal with climate changs should be cost
cffective 50 as to ensure global benefits at
the lowest possible cost™.

Didalam prakick hukum di mancanegara,
prinsip pre-cautionary (pencegahan dini) sebagai
salah satu prinsip Pembangunan Berkelanjutan, telah
chakui dalam bentuk Putisan Pengadilan {Mahkamah
Agung), di Pakistan {Kasus Wapda melawan Zehla
Zia, Tahun 1994 dan Kasus Leatch melawan National
Parks and Wildlife Service and Shoalhaven Cily
Council di Pengadilan Land and Envitonment of New
South Wales (sctara dengan State Supreme Court)
1993, (Mas Chmad Santosa; 2001 : 1635)

Pengaturan Pengelolaan Konservasi
Kelautan Derkelanfuion

Prinsip Perlindungan Keaneka-ragaman Hayati
(Biodiversify Conservation Principle)

Keanckaragaman hayati merupakan seluruh
kesmekampamean bentuk kehidupan di bumi ind beserta
interaksi diantara mercka dengan lingkunganmya,
Kcanckaragaman hayati adzlah aset bagi
pembangunan dan kemakmuran bangsa, namun
temyata mengelola aset “hidup™ ini tidaklah mudsh,
Selama ini, keanekargaman hayati diangpap hanya
sebagal sumberdaya yang dapat dicksploitasi sccara
sewenang-wenang sshingpa merusak potensi asst im
sendiri. Olch karcna ifu, perlindungan keanekaragaman
hayati yang kita mubki, menupakan keharusan dalam
rangka memberikan kessjahlersm bagl umal manusia,
Upaya perlindungan keanekaan hayati tidak saja
menyangkut sozl moral dan etika akan tetapi soal
hidup matinya manusia (srvival imperatives),

Kemajuan bio teknologt modem scria ilmu
bio-informatika abad 21 sening discbut dengan abad
bio-teknologi. Pada masa ini, indusinn vang
menguntungkan adalah “industn o kehidupan™, yeitu
farmasi, kesehatan, pangan, pertanian dan kosmetika.
Semua industri ini mengandalkan keanekaragaman
hayati sehagai bahan baku beserta pengetahuan dan
tekmologi hayati yang sudah tersedia dan akan terus
berkembang di masa depan.

Perkembangan industr ilmu kehidupan akan
mengarah pada peningkatan komersialisasi

keanekaragaman hayati. Dengan demikian, proses

ettt Dl Hendra Wihowa
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tersebul akan lebih menitikberatkan pada nilaj
produktil’ dari pada makna penting lain dari
keanckaragaman hayati, Ketidakscimbangan ini
dikhawatirkan akan mengarah pada penyusutan
keanckaragaman hayati terutama yang dinilai tidak
mempunyzi nilai ekonomis,

Uraian di atas menggambarkan makna
penting keanekaragaman hayati bagi kehidupan
manusiy dan pembangunan bangsa, Makna penting
ini berlaku tidak hanya untulk generasi kini, tetapi juga
untuk generasi mendatang, demi kelangsungan
kehidupan umat manusia. Tetapi dari serangkaian
makna penling, sering hanya nilai produktif yang
ditekankan dengan mengabaikan nilai-nilai yang lain,
Ketidakszimbangan dalam memandang nilai
keanckaragaman havati ini telah mengarah pada
perusakan habitat alami, kepunahan spesics, erosi
keanekaragaman hayati, erosi keanekaragaman
budaya dan sistem pengetahuan yang melemah di
tingkat lokal, nasional dan global, Dalam proscs
tersebut, ada beberapa pihak yang memetik
keuntungan tetapi scbagian masyarakal yang
hidupnya tergantung pada sumberdaya hayati justr
mengalami proses pemiskinan,

Peryusutan akan menghambat pelaksansan
pembangunan berkelanjutan. Tanpa pembangunan
berkelanjutan, generasi mendatang tidak dapat
mewarisi sumber daya hayati vang sudah menjadi
halnya, aleh karena iy, baik di Indonesia maupun di
tingkat global, diperlukan upaya pengelolaan

keanekaragaman hayati secarg berkelanjutan, demi
kesejahileraan gencrasi kini dan mendatany,

Integritas Prinsip-Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan (Prinsip-Prinsip Konservasi
Kelautan) Dalam Peraturan Perundang-

Undangan

Peranan hukoum, baik poraturan perundang-
undangan (maupun keputusan pengadilan), sangal
strategis dalam menerjemuhlkan prinsp pembengunan
berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Pembangunan berkelanjutan tidak
mungkin terwujud hanya dengan mempromosikan
sebagai nilai-nilai semala, Susan L. Smith (dalam
Mas Achmad Santosa: 2001 ¢ 168) mengalakan
bahwa, kendatipun hukum juga dibentuk atau
merupakan cerminan nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat, pembentukan nilai ( sebalikmnya) sanpar
dipengaruhi oleh hukum, schingga sangatlah tcpat
#pabila perumusan pembangunan berkelanjulan
dalam dolamen hubeum vang mengikat. pada dasarmya
dimaksudkan dalam kermngka membentuk perilaku
masyarakat (lerutama pengambilan keputusan dan
renyclengpara negara) agar selaras den gan prinsip
pembangunan berkelanjitan.

Penginteprasian prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan kedalam Jegislasi nasional fuga berfungsi
sebagai upaya awal (starting poine bagi
implementasi prinsip-prinsip tersebut di tingkat

Pengaturan Pangelolaan Konservosi Crafot Dhwi Hendrg Wibowe
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nasional. Deklarasi Rio yang merupakan perangkat
hukum lunak (soff law) tidak dapat sccara langsung
{ otomatis berstatus mengileat scears hukum (fegal
binding) terhadap negara-negara yang ikut
menandatangani sccara hukum apabila diadopsi
sebapai suatu norma hukum nasional.

Intcgrasi prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan ke dalam legislasi nasional (codiffed
principles) juga memudahkan serta memberi panduan
bagi pengambil keputusan administratif serta
pengadilan dalam mengambil keputusan. Codified
principies membanly mengatasi persozlan yang
dialami pengambil keputusan persoalan yang
bersimber dar terlampan umum dan Inasoya prinsip-
prinsip dalam Deklarasi serta dokumen-dokumen Rio
Tednmyn

Sebapai perbandingzn, Pemerintah Australia
berupaya untuk menginlegrasikan prinsip-prinsip
pembangunan betkelanjutan ke dalam dokumen
kebijakan dan hularm vang mengikat, Pada Mei Tamm
1992, pemerintah federal (commonwealth) dan
negara-ncgara bagian dan teritorl merumuskan
perjanjisn bersama untik menerapkan prinsip-prnsip
pembapgunan berkelanjutan dalam bentuk
“Intergovernmental Agreemen! on  the
Environment". Inisiztif pembentukan [GAE ini
dimaksudkan untuk mewujudkan stratepi nasional di
bidang pengelolaan linglmgan melalui kegassma
pemerintahan (tinglkat foderal dan negara bagian).

Pengaturan Pengelploar Konservant
Keluwian Berkelanjuian

Berbagai peraturan perundang-undangan di
tingkat commonwealth, negara bapian, dan territory
juga telah memuat prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan, Dar penelitian yang dilakukan alzh
Kemenlerian (commonweaih) Lingkungan Australia,
sampai dengan tahun 1995, telah didafiar 25 (dua
puluh lima) peraturan perundang-undangan tersebut.
Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terszbut
tidak hanya saja dimasukkan dalam peraturan
perundang-undangan lingkungan, akan tetapi ke
dalam undang-undang di sektor kegiatan ekonomi,
seperti halnya State Owned Corporalion
Amendement Act 1995 di negara bagian New South
Pales. (Susan L. Smith dalam Mas Achmad Santosa;
2001 : 169)

Di Selandia Baru, Undang-Undang
Pengelolaan Sumber Daya Alam {the Resource
Management Act, 1991) mencantumkan sccara
eksplisit dalam bab tujuan UU tersebul, yaitu
mempromosikan pengelolaan sumber daya alam dan
fisik sccara berkelanjutan. Pengelolaan secara
berkclanjutan (susiginable management)
dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai berikoat ;
(Suszan L. Smilh dalam Mas Achmad Santosa; 2001
1 169)

"Managing the use, development, and

protection of naiural and physical

resources in a way, or at a rate, which

enables people and communities [0
provide for their social, econemic, and

Crated Dhei Hende FiBowa
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cultural well being and for their healih and
safety while ... "

Sustaining the potential of natwral
and physical resources (excluding
minerais) fo meet the reasonably
Soreable needs of fiture penerations:
and

Safeguarding the life supporting
capacity of air, warer, soil, and
ecoyystems, and

Avoiding, remedying, or mitigating
any adverse effect of activities on the
eRvironment.

Upaya kodifikasi prinsip-prinsip Rio ini juga
dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Belanda
(Ministry of Housting, Spatial Planning and
Enviranmental Affairs). Sudah hampir 10 tahun,
tepatnya padn (anggal 22 sampai dengan 24 Mej
1996, Kementerian Lingkungan Belanda mengundang
kurang lebih 60 (enam pulub) paker untuk berfulear
pengalaman (enfang upaya kodifikasi prnsip-prinsip
Rio dalam legislasi nasional. Konperensi internasional
ini menghasilkan Syllabus of National Experiences
on Codifying and Implementing Rio Principles.
Silabus ini diharapkan skan membantu NegAr-negara
yang sedang berupaya mengakmialisasikan prinsip-
prinsip Rio ke dalam sistem dan praktek hukum di
negaranya. (Susan L. Smith dalam Mas Achmad
Santoza; 2001 : 169)

sejak tahun 1992, Indonesia telah
mengeluarkan beberapa peraturan perundang-
undangan yang nampaknya dihajatkan dapat

Penpaturan Pengelolaan Konservasi
Kelautan Berkelanfutan

men&ukmgpelakmma&np&:ﬂbmgmmﬂbnﬂclaﬂjman.
Pada 1997, misalnya, Indonesia menerbitkan
Undang-Undang No. 23 Tzhun 1997 mengenai
Pengelolaan Linghumpan Hidup, {menggantikan
UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup). Undang-Undang yang baru salah satunya
memberikan penekanan vang lebih besar lentang
pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup,

Di bidang kehutanan, telah diundangkan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentarng
Kehutanen, Pasal 3 menegasken - “Penyelenpparaan
kehutanan bertujuan untuk sebesar-hesar
kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan
berkelaniutan dengan -

- Menjamin keberadaan hutan dengan luasim
yang cukup dan sebaran yang proporsional;
= Mengoptimalkan ancka fungsi hutan yang
meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan
fungsi produksi untuk mencapai manfaat

lingkungan, sosial, budayva dan ckonomi, yang
seimbang dan Jestari:

- Meningkatkan daya dukung dacrah aliran
SUmEai;

- Meningkatkan kemampuan untuk
mengembangkan kapasitas dan keberdiyaan
masyarakat sccara partisipatif, berkcadilan,
dan berwawasan lingkmgsn sshinges maEmpl
menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi
scrta ketahanan terhadap akibal perubahan
ckstermal: dan

Cratod Dhed Handra Fikows
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- Mecnjamin distribusi manfaat yang
berkeadilan dan berkelanjulan.

Untuk mewujudkan upaya penguatan
pemerintah lokal scperti yang tereantum di Agends
21 Masional, Indonesia mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 temtang Pemerintahan
Daerah (sebagai pengeanti dari U No. 22 Tahun
1999). Undang-undang itu memberikan tanggung
jawab lebih besar kepada prmenniah dacrah tngkat
propinsi dan kabupaten / kolamadya untuk mengelola
sumber daya alam dan lingkungan. Ketentuan
mengenai desentralizasi dalam Undang-Undang Mo,
32 Tahun 2004 adalah suatn pendekatan yang baik
untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
karena membuka pintu bagl masyarakat untuk
berpartisipasi di wilayahnya sendiri. Meskipun
demikian kecfekitifan pendekatan desentralisasi masih
harus dibuktikan hasilnya, sementara kapasitas
pemerintah daerah dan masyarakat masih perlu
ditingleathan.

Tahun 2001, Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)} mengeluarkan Ketctapan No. IX/
MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan ini,
diantaranya mengatur agar pengelolaan sumber daya
alam di darat, laut, maupun udara dilakukan dengan
cara-cara yang optimum, adil, berkelanjulan, dan
ramah lingkungan. Ketetapan ini juga menyebutkan
perlunya meninjan ulang semua piranti hukum yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

untuk menyelaraskan kebijakan antar sckioral
berdasarkan prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia,
pemerintahan berdasarkan hukum, dan keadilan.
Terlepas dari kritik mengenai pemisahan
reformasi agraria dari pengelolasn sumber daya alam,
ketetapan MPR ini merupakan bahan nujitkan penling
bagt perumusan peraturan perundagan dibawahnyva
dan penimauan peraturzn perundangan lain yang masih
berlaku. Ketetapan MPR ini juga menggariskan arah
pengelolaan SDA, diantaranya mencakup
- Pengkajian ulang atas semua peraturan

perundang-undangan yang ada untuk
sinkronisasi antar sckior;

-  Melaksanakan penatean kembali
penguasaan, pemilikan, penggunsan dan
pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan
memperhatikan kepemilikan tanah untuk
rakyat;

- Melakukan pendataan dan inventarisasi
pemilikan, penguasaan dan pemanfastan
tanah secara komprehensif;

- Menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan
dengan sumberdaya agraria yang timbul
sclama mi;

- Mengupayakan pemulihan ckosistem yang
telah rusak akibat eksploitasi SDA secara
berlehihan;

- Menyusun strategi pemanfaatan SDA yang
Sebaga tindak lanjut dar TAF MPE. Nomor

X/MPR200T maka diajukan Rencana Undang-

Undang Pengelolaan Sumberdaya Alam olch

= ———————

Pengaturan Pergelolaon Korservasi
Keloutan Berkelanjutan
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kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan
sejumlah Omop / LSM dan Universilas Negeri.
Kalangan ini memandang perluunmk mengkay ulang
in memperbaharui kebijakan tanah dan pengelolaan
S1A yang sclama ini ditetaphan secara sektoral uniuk
pembangunan ekonomi tanpa melihat dampaknyg
terhadap daya dukung dan kelesinrian linglkungan,
Berhagai peraturan perundang-undangan sektoral
sclain masih ada yang tumpang tindih temyata juga
masih memperlakukan sumberdaya alam hanyva
scbagai komaditas atau sumberdaya vang periu distur
pemanfastannya kendatipun belum atau tidak
mendasarian pada prinsip-prinsip pengelolaan S1DA
sehapaimana Jiamanatkan oleh TAP MPR Nomor
CUMPR2001.

Rancangan Undang-Undang pengelolaan
SDA ini diajukan dengan mengpunakan pola
pengelolaan SDA yang sesuai dengan asas
pembangunan berkelanjutan dsustainagble
developmeni), dengan pendekatan holistik dengan
melihat dan memperlakukan SDDA sebapai stock
modal alam (steck of natural resowrces) yang tidak
bolch dilepaskan dari ckosistem dan kelestarian
linglngan sarta kehidupan masvarakat sekilamya:
selain berfungsi sehagal aluran penyelaras dan
rujukan bagl Undang-Undang “scktor” dengan
rengalur soal keterpaduan (infegrasi), keterlekalan
(kohest), kelerkaitan (korelasi) dan keutuhan
(holistik) antar sektor dalam pengelolaan SDA™.

Penpalwran Pengelolaan Konservas
Kelawton Berkilaniuian

(Badan Perencanasn Pembangunan Nasional: 2003
78)

[3erkenaan dengan pesisir dan kelautan, telah
dnmdanghkan Undang-Undang Mo. 31 Tahun 2004
lentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur
pengelolaan sumberdaya di kawasan pesisir
khususnya tentang upaya perlindungan, pelestarian,
dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk
chkosistemnya, jenis dan genctik untuk menjamin
keberadaan, ketersediaan dan kesinambun pANNYH
dengan tetap memeliham dan meningkatkan kualitas
nilst dan keanekaragaman sumberdaya i

Intcgrasi prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjulan (pengelolsan konservasi kelautan) juga
perlu mempertimbangkan konvensi-konvensi
internasional yang terkait dengan pengelolaan
kennekarapaman hayali (lautan).

Perkembangan Konvensi internasional yang
relevan pengelolaan keanckaragaman hayati diawali
denpan meratifikasi CITES (Convention on
International Trade Endangered Species of Wild
Flora and Fauna) atau Konvensi Perdapangan
Internasional Species Flora dan Fauna Liar vang
Terancam, melalui Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor : 43 Tahun 1978; yang dilanjutkan
dengan ratifikasi Konvensi Ramsar (Chew O.M,
dan Parish F.; 2003) mengenai Lakhan Basah, melalui
Kcputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 48
Tahun 1991, Kedua Konvensi ini penting, tetapi

Catod v Hendrr Wlibawea
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prinsip-prinsip pengelolaan yang ada didalemnya
masih belum diintegrasikan dalam kebijakan yang
komprehensif ditinglat nasional,

i*ada tahun 1994, Pemerintah meratifikasi
Konvensi PEB mengenai Keanekaragaman Hayati
atan United Narion Convention on Biological
Diversiy, melahn Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1954, Konvensi Keanekaragaman Hayati mempunvai
Hga lujun ulama yait : konservasi keanckamgaman
hayati, pemanfaatan berkelanjutan dar komponennya
dan pembagian keuntingan yang adil dan merata dar
pengzunasn sumberdaya genetis termasuk akses vang
memadai serla alih teknologi dan melalui sumber

pendanadsn vang sesuai.

Konvensi Keanekaragaman Hayati
mewdjibken Pemerintah untuk menyusun strategi,
rencana atau program konservasi dan pemanlastan
keanckaragaman hayall berkelanjutan ataun
menyesuaikan dokumen serupa yang telah ada bagi
kebutuhan tersebut. Konvens! ini juga mewsjibkan
Pemerintah untuk sejah mungkin mengmtegrasikan
konservasi dan pemanfastan keanckaragaman hayati
dalam rencana, program dan kebijakan sektcral dan
lintas scktoral yang relevan. Diantara beberapa
kewajiban yang hars dipenuhi, antara lain : (Badan
Perencanaan Pembanpunan Nasional; 2003 : 53)

1. Membuat strategi dan reneana akisi nasional;

2. Menetapkan fokal poin bagi Global
Tecconomyy Initiative dan Bala Klirmg;

3. Mcmfasilitasi partisipast masyarakat adat dan
lokal dalam pelaksanaan Konversi
Keanckarapaman Havati;

4. Mendukung pengembangan kapasilas bagi
pendidikan dan komunikasi keanekeragaman
hayati:

h

Menerapkan pendekatan ekosistem, jika
memunghinkan dan memperkuat kapasitas
nasional serta lokal;

6. Mengembangkan peraturan tentang akses
pada sumberdaya genetis dan pembagian

kounhmgan yang adil.

Selain 1lu, negara-negara sanggota
berkewajiban menyampaikan laporan tentang
pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Heavali serta
sejauhmana tujuan Konvensi telah dicapai secara
ciektif pada tingkat nasional. Penyusunan laporan
nasional i dhsarenkan melaln proses konsulfas vang
melibatkan seluruh pemanglou kepentingan.

Ratifikasi konvensi tersebut dinilai akan
memberikan manfaat bagi Indonesia antara lain :
penguasaan dan pengendalian dalam pengaturan
akses-akscs pada alih tcknologi, peningkatan
pengetahuan  yang berkenaan  dengan
keanckaragaman hayati, kefjasama di bidang teknik
ilmizh dan pengembanpgan sumber dana untuk
penelitian dan pengembangan keanckaragaman
hayati.

Jadi, selourang-karangnya tiga kebijakan vang
ditmanpgkan dalam Undang-Undang Momeor 5 Tahun
1990, Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1954

o e = eI L

Pengainran Pengaloloon Konssrvasi
Kelautan Berkelawjutan
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maupun Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati uniuk
Indonesia (BAPI) 1993, merupakan serangkaian
upaya yang apabila dijalankan secara sungguh-
sungguh, dapat menjadi sarana bagi pengelolaan
keanckaragaman hayati secara berkelanjutan,

Berkenaan  dengan  konservasi
keeanekaragaman hayali lautan, tekanan vang sangat
besar terhadap chosistern pesisir dan laut, TSP
dampak negatifterhadap keanekaragaman hayati dan
Keschatan manusia. Protokol ind walaupun dianggap
leanah olch kalangan aktivis dan negara berkembang,
tetap merupakan satu-satunya kescpakatan
mternasional yang mengatur pemanfagtan organisme
hasil rekayasa genetis, (Badan Percncanaan

Pembangunan Nasional; 2003 ; 73)

Protokol Cartagena juga merupakan
pengakuan internasional bahwa pelepasan dan
pemanlaatan modifikasi rekayasa genetika, harus
diperlakukan berbeda dari organisme yang tidak
dimanipulasi secara penctis. Beberaps komponen
utama protokol ini 2dalah pendekatan kehati-hatian,
pertisipasi publik dalam mendspatian akses informas,
perlunya analisis dan pengelolaan risiko serta adanya
ketentuan tentang kesepakatan berdasardean informasi
dini (Advanced Iformed Agreement). Protokol ini
berlaku karena menunggu ratifikasi dari 50 negara,
Indonesia sudah menandatangani protokol ini dan
sedang dalam proses meratifikasi.

Fengaturan Pengelolomn Konservosi
Kelautan Berkelamfutan

PENUTUP

Beberapa inisiatif di bidang peraturan
perundang-undangan vang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya alam (emasuk pertanahan
dan pesisir tersebut, menjadi dasar penting bagi
pengelolaan keanekaragaman hayati secara
berkelanjutan jika ditindaklanjuti dan dilaksanakan
secara benar, cermat dan konsisten. Proses
perumusan hingga menjadi sebush produk undang-
undang vang mengikat, haryslah mempertimbangkan
prinsip-prinsip pengelolaan konservasi kelautan
secard berkelanjutan.

Dilihat dari perspeklif etis, pengelolaan
konservasi laut pada halidkatriyva bukan semata-mata
persoalan teknis dan yuridis semats-mata, melpinkan
lebih kepada persoalan moral, persoalan tindakan
manusia lerhadap alam dan lingkungan, oleh karena
itu cara pandang perilaku manusia terhadap alam
merupakan faktor kunci keberhasilan penanganan
pengelolaan konservasi kelautan secura berkelanjutan,
Dengan kata Jain, dibutuhkan prinsip-prinzip dalam
etika linglanpan hidup yang menuntun manusia uniuk
berinteraksi dengan alam, tempat manusia hidup dan
berkembang,
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